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Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang
Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM

IK : Indeks Demokrasi Indonesia ( IDI ) Banten
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Meningkatnya Kerukunan Kehidupan
Bermasyarakat Berdasarkan Pancasila, UUD
1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI

IK : Indeks Harmoni Indonesia ( IHal ) Provinsi Banten

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

IK : Indeks Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

IK : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

> IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen RKA Perangkat Daerah

IK : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA Perangkat
Daerah

> IK : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen DPA Perangkat Daerah

> IK : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Tersedianya Dokumen DPA Perubahan Perangkat
Daerah

> IK : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

IK : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
—»| SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tepat waktu

Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

IK : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik
Sektoral

3 IK : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan
dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

Tersedianya Berita Acara Forum Perangkat
Daerah Badan Kesbangpol

IK : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah
Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan
Selain Renstra PD dan Renja PD

IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan
Renja PD
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Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah

Terkelolanya Barang Milik Daerah Secara Tertib

Meningkatnya Profesionalitas ASN

IK : Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP
(Standar Akuntansi Pemerintahan)

IK : Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik

IK : Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal
BAIK

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi

Terpenuhinya Barang Milik Daerah

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Penunjang Kantor

l

Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Badan
Kesbangpol yang tepat waktu

IK : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Terpenuhinya Honorarium ASN Berdasarkan
Pelaksanaan Tugas ASN

— | 1K : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

Terpenuhinya Penatausahaan Keuangan sesuai
Regulasi

> IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD

IK : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Tersusunnya Laporan Pemanfaatan Barang Milik
Daerah Badan Kesbangpol yang sesuai aturan

> | IK:Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Tersusunnya Laporan Pemanfaatan Barang Milik
Daerah Badan Kesbangpol yang sesuai aturan

Tersusunnya Laporan Akuntansi Badan
Kesbangpol yang Tepat Waktu

IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Badan Kesbangpol yang Tepat Waktu

IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Kesbangpol
yang tepat waktu

IK : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak
Lanjut Pemeriksaan

Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran Badan Kesbangpol yang
tepat waktu

| IK:Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tersusunnya Laporan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol
yang tepat waktu

> IK : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

IK : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD

IK: Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan
sesuai standar dan jadwal

IK : Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar
kebutuhan standar

IK : Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal

Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada
Perangkat Daerah

Terpenuhinya Pakaian Dinas sesuai Regulasi

> IK : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

Tersusunnya Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian

> IK : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Terlaksananya Koordinasi Kepegawaian Badan
Kesbangpol

> IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan
Penilaian Kinerja Pegawai

IK : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Terlaksananya Pengiriman Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

—» | IK: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Terlaksananya sosialisasi implementasi core
values berakhlak

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

IK : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang

) Disediakan
Tersedianya Bahan/Material
- IK : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Terfasilitasinya Fasilitasi Kunjungan Tamu
> IK : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi Badan
Kesbangpol

—>» IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Terkelolanya Penatausahaan Arsip Dinamis
Kesbangpol

—» IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Terbinanya ASN Badan Kesbangpol

> IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan

—> | IK : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD

Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

N IK : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan yang Disediakan

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan

—>» | IK:Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang

Disediakan

Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan

—> IK : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Disediakan

—>»> IK : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

IK : Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik

Terlayaninya Surat Menyurat

—> IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya Fasilitas Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

> | IK:Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

> IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

Terpenuhinya Pelayanan Umum Kantor

IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
= d L
yang Disediakan

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
Badan Kesbangpol

IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya

—> IK : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

> IK : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
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Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan
Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

IK : Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dalam Aspek
Kebebasan pada Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul,
berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat

\ 4

Meningkatnya Etika dan Budaya Politik

IK : Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dalam Aspek
Kebebasan pada Indikator Terjaminnya hak memilih dan dipilih
dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat

Y

Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam
pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan dalam Etika dan Budaya Politik

IK : Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dalam pembinaan
ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

IK : Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Berperan Aktif
dalam Etika dan Budaya Politik

Tersusunnya Program Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan

IK : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan

> Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang
Disusun

Tersusunnya Kebijakan Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan

IK : Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan

Ly Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan yang
Disusun

Terbinanya Masyarakat dalam Implementasi
Kebijakan terkait Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

Ly Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,

Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Terjalinnya Harmonisasi dalam Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi
> | Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

IK : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di

L > Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Tersusunnya Rencana Aksi Indeks Demokrasi
Indonesia di Daerah (IDI)
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Meningkatnya Ketertiban Organisasi
Kemasyarakatan

IK : Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dalam Aspek

Kebebasan pada Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul,

berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam
setiap kebijakan

v

Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya Masyarakat

IK : Nilai Dimensi Ekonomi pada Indeks Harmoni Indonesia (IHal)
Provinsi Banten

v

Y

Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang
diselesaikan

IK : Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dalam Aspek
Kebebasan pada Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul,
berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara

v

Meningkatnya Peran dan Fungsi Organisasi Masyarakat

Meningkatnya Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya Masyarakat

Meningkatnya Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah

IK : Persentase Organisasi Masyarakat yang Berperan Aktif di Masyarakat

IK : Persentase Pelaku Usaha/ Kelompok Masyarakat yang Meningkat
Pemahaman dalam Menjaga Stabiitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya Masyarakat

IK : Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Kewaspadaan
Dini dan Penanganan Konflik Sosial

Crosscut ( Sekretariat DPRD Provinsi

IK : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
—> Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun

Banten ) :
Terpenuhinya Penyerapan dan
Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat

Berkoordinasi terkait Kinerja

Lembaga Legislatif tentang
Produk Hukum yang disahkan
dengan Sekretariat DPRD
Provinsi Banten

Indikator

Tersusunnya Kebijakan Pelaksanaan Demokrasi
di Daerah

Persentase Fasilitasi Kegiatan
Penyerapan dan Perhimpunan
Masyarakat

IK : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
—> Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah yang Disusun

Terbinanya Masyarakat dalam Pendidikan Politik

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
> Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga dalam
Pelaksanaan Demokrasi di Daerah

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
> Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Tersusunnya Laporan Hasil Monev Pelaksanaan
Demokrasi di Daerah

IK : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Terbinanya Pemuda dalam Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan

Bernegara

IK : Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan
Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat
>» akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam
Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan

Bernegara

Terbentuknya Purnapaskibraka sebagai Duta
Pancasila

> IK : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila

Terbinanya Purnapaskibra

> IK : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan
Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka

Terfasilitasinya Penugasan Paskibraka

—>» IK : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka

Terfasilitasinya Duta Pancasila dalam
Pelaksanaan Tugas

> IK : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta
Pancasila

Terfasilitasinya Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila ( BPIP )

> IK : Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka
Duta Pancasila

Terseleksinya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

IK : Jumlah Paskibraka

> Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
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Bangsa dan Politik
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Tersusunnya Program Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan di Provinsi Banten

IK : Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas,
—>» Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun

Tersusunnya Kebijakan Organisasi
Kemasyarakatan di Daerah

IK : Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
—>»> dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun

Terbinanya Organisasi Kemasyarakatan di
Daerah

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
> Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Terverifikasinya Organisasi Kemasyarakatan
untuk memenuhi kualifikasi pendaftaran

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
> Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan di Daerah

IK : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

> Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

Tersusunnya Pemetaan Rawan Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya

IK : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah yang Disusun

Tersusunnya Rekomendasi perbaikan Kebijakan
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

IK : Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah yang Disusun

Terfasilitasinya Pelaku Ekonomi, Sosial dan
Budaya dalam Pelaksanaan Kebijakan

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Ly Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Terkoordinasinya Pelaku Ekonomi, Sosial dan
Budaya. Fasilitasi Penyalahgunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
> Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Tersusunnya Laporan Hasil Monev Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya ,Fasilitasi
Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan

IK : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di

Ly Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Tersusunnya Rencana Aksi Pencegahan
Kewaspadaan Dini di Daerah

IK : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini,

Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing

> dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah yang Disusun

Tersusunnya Kebijakan Penanganan Konflik
Sosial di Daerah

IK : Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
> Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun

Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan
Ekstrimisme yang mengarah pada Terorisme

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,

—> Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Terfasilitasinya Koordinasi Pemantauan Orang
Asing

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
> Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah

Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan Orang
Asing

IK : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
> Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Terfasilitasinya Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Provinsi

IK : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi




